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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013

Menimbang

Mengingat

TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian
organik pada era globalisasi harus mendukung
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu
menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan
atas integritas organik yang dihasilkan;

bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas
organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas
produk tersebut tanpa mengakibatkan Kkerugian
konsumen;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk
menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 20/Permentan/0T.140/2/2010 tentang
Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian,
dipandang perlu menetapkan Sistem Pertanian
Organik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Republik Indonesia Nomor 84,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang
Lebel dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika,;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu lI;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 142);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/
OT.130/ 10/2005 tentang Penunjukan Direktorat
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Memperhatikan :

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority)
Pangan Organik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/
OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol
Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/
OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/
0OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan
Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/
0OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/
PP.340/5/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang
Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan
dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/
0OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu
Pangan Hasil Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk
Hayati dan Pembenah Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008
tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik;

SNI Sistem Pangan Organik 6729:2010 tentang
Sistem Pangan Organik dan revisinya,;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN  TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang
holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan
agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan
aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan
praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan
input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan
mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi
setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan
penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak
menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus
dalam sistem.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk
bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang
dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan atau minuman.

Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan
pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang
bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas
yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan
penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan
dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air,
pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati
(pangan).

Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan
standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan
organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar
tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman,
dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
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